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ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut,
dibutuhkan program yang tepat dari pemerintah, yaitu melalui pelaksanaan
bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh kementerian agama Namun,
dalam pelaksanaan bimbingan ini masih menghadapi persoalan, baik dari segi
yuridis maupun sosiologis. Hal ini direspon oleh Dirjen Bimas Islam dengan
menerbitkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang
mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research)
dengan sifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran secara komprehensif.
Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni mengkaji efektivitas
hukum melalui pengamatan di lapangan. Sumber yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sumber data primer diperolenh melalui wawancara dengan
petugas KUA dan peserta bimbingan perkawinan dan data sekunder diperoleh
melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur, buku, karya ilmiah, peraturan
perundang-undangan, jurnal akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data
meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai pendukung analisis.
Metode pengolahan data dilakukan secara induktif dengan menafsirkan temuan
empiris untuk menarik kesmipulan yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dan efektivitas Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di
KUA Kapanewon Bantul pada dasarnya telah berjalan baik, meskipun masih
menghadapi kendala. Komunikasi kebijakan melalui penyuluh agama dan
penghulu cukup efektif, didukung oleh sumber daya dan koordinasi birokrasi yang
jelas. Namun, keterbatasan waktu, keterlambatan acara, serta kesibukan calon
pengantin menjadi hambatan. Dari sisi efektivitas, regulasi memiliki dasar hukum
kuat, sarana prasarana memadai, dan kesadaran masyarakat cukup tinggi, tetapi
durasi pelaksanaan sering lebih singkat dari standar, penegakan sanksi lemah,
serta faktor budaya seperti kepercayaan bulan baik dan buruk menyebabkan pola
musiman yang memengaruhi jumlah peserta. Dengan demikian, kebijakan ini
berjalan baik, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Pekawinan, Surat Edaran Dirjen Bimas
Islam No. 2 Tahun 2024



ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as
husband and wife, with the aim of establishing a household life filled with
tranquility (sakinah), affection (mawaddah), and compassion (rahmah). To
achieve this goal, an appropriate government program is needed, namely the
implementation of premarital guidance for prospective brides and grooms by the
Ministry of Religious Affairs. However, in practice, this guidance still faces
problems from both juridical and sociological aspects. In response, the
Directorate General of Islamic Community Guidance (Bimas Islam) issued
Circular Letter No. 2 of 2024, which requires prospective brides and grooms to
attend premarital guidance.

This study employs a field research method with a descriptive-analytical
approach to provide a comprehensive overview. The approach used is juridical-empirical,
which examines the effectiveness of the law through field observations. The sources of
data in this research consist of primary data obtained through interviews with KUA
officers and participants of the premarital counseling program, and secondary data
obtained through literature studies covering relevant literature, books, scientific works,
legislation, and academic journals. Data collection techniques include interviews,
documentation, and literature review as supporting tools for analysis. The data
processing method is conducted inductively by interpreting empirical findings to draw
comprehensive conclusions.

The research findings show that the implementation and effectiveness of
the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. 2
of 2024 on Marriage Guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of
Kapanewon Bantul has generally been well executed, although it still faces
several challenges. Policy communication through religious counselors and
marriage registrars has been fairly effective, supported by adequate resources
and clear bureaucratic coordination. However, limited time, event delays, and the
busy schedules of prospective couples remain obstacles. In terms of effectiveness,
the regulation has a strong legal basis, facilities are sufficient, and public
awareness is relatively high, yet the duration of implementation is often shorter
than the standard, law enforcement is weak, and cultural factors such as beliefs in
auspicious and inauspicious months create seasonal patterns that affect
participant numbers. Thus, the policy is considered well implemented, but its
effectiveness has not yet been fully optimal.

Keywords: Effectiveness, Premarital Counseling, Circular Letter of Dirjen Bimas
Islam No. 2 of 2024.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan dari bahasa arab ke dalam latin atau biasa disebut dengan transliterasi
Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata ke Arab ke dalam kata-kata latin yang
digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomo: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S Es (dengan titik
diatas)
z Jim J Je
z Ha’ H Ha (dengan titik
diatas)
z Kha’ Kh Ha dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z Ze (dengan titik
diatas)
B Ra’ R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Esdany
o= Sad S es (dengan titik
dibawah)
o= Dad D De (dengan titik
dibawah)
L Ta’ T Te (dengan titik
dibawah)
L za Z Zet (dengan titik
dibawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik
diatas
¢ Gain G Ge
s Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L El
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2 Mim M Em
J Nun N En
) Waw W w
° Ha’ H Ha
s Hamzah ‘ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah
PRRRTAON Ditulis Muta’addidah
& ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
EULEN ditulis Hikmah
ile ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap
dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.
ERRENES [ ditulis | Karamah al-Auliya |

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.

BEES | ditulis | Zakah al-Fitri \
D. Vokal Pendek
1. SN R fathah ditulis A
2. Kasrah ditulis |
3. dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
1 Fathah+alif Ditulis _
Slasain ditulis A
Istihsan
2 fathah + ya mati Ditulis 5
! Ditulis Unsa
3 kasrah+ya mati Ditulis T
o) Ditulis al- ‘Alwani
4 dammah+ wawu Ditulis )
mati Ditulis o
asle Uliim
F. Vokal Rangkap
1 Fathah+ya mati Ditulis ai
P Ditulis Gairihim
2 Fathah+wawu Ditulis au
mati ditulis




| Js |

\ Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Al) ditulis a’antum
Gaed Ditulis u’iddat
i SE (Y ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+ Lam

1.

Bila diikuti huruf Qamariyyah

ol Ditulis

Al-Qur’an

bl ditulis

al-Qiyas

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis denga

n menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

A Ditulis ar-Risalah
gLl ditulis an-Nisa’
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau
pengucapannya.
@I dal Ditulis Ahl ar-Rayi
aaudl Ja) Ditulis Ahl as-Sunnah

J.  Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
1. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
kamus umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat,

dan sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah

dan sebagainya.
Nama pengarang yang menggunakan nama a

rab, tetapi berasal dari

negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M.Quraish Shihab,

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata arab, misalnya
Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’rif dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan saling
membutuhkan satu dengan yang lainnya. Pola ini kemudian membentuk
suatu tatanan masyarakat, yang unit terkecilnya adalah keluarga.
Terbentuknya keluarga dimulai dari ikatan lahir batin antara seorang pria
dan wanita melalui proses. Seorang pria dan wanita yang membentuk
rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya
merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan
hidup.

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan
Allah SWT, kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memliki
kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari’at ini.
Sebab dengan jalan pernikahan makaakan terpelihara dua perangkat
penting dalam diri setiap diri manusia, yakni terpeliharalah pandangan
mata dan juga kemaluan (farji)."

Dalam konstitusi Indonesia perkawinan disebut sebagai ikatan lahir
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah bunyi pasal pertama dalam

! Ilham Abdullah, “Kado untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah”,
(‘Yogyakarta: Absolut, 2004)., him. 90.



Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang sampai sekarang
substansial undang-undang tersebut belum mengalami perubahan.?

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan
bahwa perkawinan adalah pernikahan, atau akad yang sangat kuat atau
mitsagan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya
adalah ibadah.’? Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dibalik kata “sakinah, mawaddah, warahmah’ tersimpan rasa
ketentraman, ketenangan dan juga kedamaian bagi mereka yang mampu
melaksanakannta. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Rim
(30) : 21

8350 aSin Jan 5 Lall | i€l W) g 51 aSuadil (1 oS1 GIA O 45U (e
05880 a8 Y Gl (o) das 5

Maksud dari ayat di atas adalah Allah menciptakan manusia saling
berpasang-pasangan (laki-laki dan wanita) agar kita merasa tentram, saling
membantu dan berdasarkan kasih sayang dalam menjalankan kehidupan
rumah tangga sehingga tujuan dari sebuah pernikahan yaitu membentuk

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat terwujud.

> Meski sempat teramandemen oleh MK vyaitu terkabulkan sebagian dari gugatan uji

materi terkait pembedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan MK menyatakan pembedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam
UU tersebut menimbulkan diskriminasi, namun hal ini tidak menghilangkan substansi dari UU

® Asmin, “Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1

Tahun 19747, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986)., hlm. 28.

* Ar-Ram (30) : 21



Telah dijelaskan didalam hukum islam bahwa tujuan dari sebuah
perkawinan adalah menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria
dan wanita untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan,
membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tentram dan kekal
dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah
yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku
bagi manusia. Dalam pasal 3 KHI juga disebutkan bahwa perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah.

Agar kehidupan rumah tangga harmonis, bahagia, tentram dan
memberikan ketenangan hati maka suami isteri harus sama-sama
menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan demikian tujuan
hidup berkeluarga akan terwujud sesuia dengan tuntunan agama.

Untuk meraih dan mewujudkan keluarga yang utuh tersebut
diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga, namun peran
keluarga saja tidak cukup, negara juga memiliki tanggung jawab untuk
menciptakan kondisi yang mendukung. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memiliki urgensi yang sangat
tinggi dalam mempersiapkan pasangan untuk menghadapi kehidupan
rumah tangga. Dalam konteks ini bimbingan perkawinan bagi calon
pengantin berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan

pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta



nilai-nilai yang harus dipegang dalam pernikahan yang sesungguhnya
unutk menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi setelah menikah.
Dalam hubungan suami isteri sering terjadi konflik yang disebabkan dari
salah satu pihak tidak memenuhi janji-janjinya, hal semacam ini pada
dasarnya dapat diredam dengan memberikan pengatahuan kepada calon
suami dan isteri. Salah satu contoh ketika adak menjalani akad nikah,
mereka diwajibkan untuk mengikuti kursus bimbingan perkawinan bagi
calon pengantin.® Hal ini sangat penting mengingat tingginya angka
perceraian yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesiapan mental
dalam menjalani kehidupan rumah tangga.®

Melalui program ini, Kementerian Agama berupaya dalam
menurunkan angka perceraian dengan memberikan pemahaman yang
mendalam tentang dinamika keluarga dan cara mengelola konflik secara
efektif. Dengan demikian, bimbingan ini tidak hanya berfungsi sebagai
persiapan menjelang pernikahan, tetapi juga sebagai langkah untuk
menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi cita-
cita bersama masyarakat.

Meski demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak terlepas
dari beberapa problematika yang dihadapi. Dari aspek yuridis, sebelumnya

tidak aturan yang secara tegas mewajibkan calon pengantin mengikuti

> Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya
Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal,” ADIL Indonesia Journal 2, no. 2 (2020)., him. 3.

® Irma Yuni, “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (STUDI
DI KEC. BANDAR KAB. BENER MERIAH),” Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta
Perlindungan Anak 9, no. 2 (2020): 20-44.



bimbingan. Dari aspek sosial, tidak sedikit calon pengantin yang
menganggap bimwin tidak diperlukan atau sekadar formalitas saja.’
Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dapat
mencapai hakikat dari bimbingan tersebut. Hal ini sering kali dipengaruhi
oleh budaya masyarakat yang kurang memberikan perhatian dan persiapan
mental dan emosional dalam membangun keluarga.

Kondisi tersebut mengalami penguatan setelah terbitnya Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang mewajibkan setiap
calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebagai syarat sebelum
pencetakan buku nikah. Kebijakan ini membawa perubahan penting,
karena sebelumnya bimwin hanya bersifat anjuran. Dengan adanya
kewajiban tersebut, jumlah peserta meningkat signifikan. Misalnya, di
KUA Kapanewon Bantul, data menunjukkan bahwa Januari 2023 jumlah
peserta hanya 20 orang, meningkat menjadi 38 orang pada Januari 2024
setelah adanya SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, dan tetap tinggi
pada Januari 2025 dengan 36 orang. Lonjakan serupa juga terlihat terlihat
pada bulan April, dari 12 orang pada tahun 2023 menjadi 44 orang pada
tahun 2024 dan 37 orang pada tahun 2025.% Data ini menunjukkan bahwa
regulasi baru tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya

partisipasi calon pengantin dalam bimbingan perkawinan, sekaligus

’ Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun
Keluarga Muslim Yang Ideal.” ADIL Indonesia Journal 2, no. 2 (2020)., him. 5.

® Data peserta bimwin KUA Kapanewon Bantul



mempertegas urgensi untuk menelaah lebih jauh implementasinya di
lapangan.

Sejalan dengan itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 tentang bimbingan
perkawinan bagi calon pengantin, penelitian ini sangatlah penting untuk
dilakukan, terutama jika ditinjau dari teori efektivitas hukum. Surat edaran
ini dikeluarkan dengan tujuan membekali calon pengantin dengan
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta untuk meningkatkan
ketahanan keluarga, sehingga calon pengantin dapat lebih siap dan matang
dalam menghadapi tantangan dan dinamika dalam kehidupan berkeluarga,
serta mampu membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas. ®
Namun, efektivitas sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari
keberadaannya saja, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut dipahami,
diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi sasarannya.*

Dalam teori efektivitas hukum, menggarisbawahi pentingnya
faktor sosial, budaya, dan institusional dalam mempengaruhi efektivitas
suatu kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk
mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi surat

edaran tersbut. Misalnya, peran KUA dalam menyelenggarakan bimbingan

® Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, https://kemenag.go.id/nasional/mulai-
akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p akses
4 Mei 2025.

'% Sorjono soekanto, “Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi” (Bandung: CV. Ramadja
Karya, 1988)., him. 80.


https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p
https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p

perkawinan, respon masyarakat terhadap program ini, serta ketersediaan

sarana prasarana yang memadai. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor

pendukung dan penghambat, penelitian ini akan memberikan pemahaman

yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dan mengkaji bagaimana implementasi Surat Edaran

Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 dalam praktik bimbingan

perkawinan di lapangan, khususnya ditinjau dari perspektif efektivitas

hukum yang dituangkan dalam penulisa skripsi dengan judul “Efektivitas

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Kapanewon Bantul)”.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2
Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di
KUA Kapanewon Bantul?

2. Bagaimana Efektivitas Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
No 2 Tahun 2024 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA
Kapanewon Bantul?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan

penelitian dari penulis. Pertama, untuk mengetahui dan memahami

bagaimana implementasi surat edaran dirjen bimas islam no 2 tahun 2024

tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kapanewon



Bantul. Kedua, untuk menganalisis efektivitas dari Surat Edaran Dirjen
Bimas Islam No 2 Tahun 2024 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan
di KUA Kapanewon Bantul.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek,
yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teroritis, penelitian ini
diharapkan mampu memberikan  kontribusi  pemikiran terhadap
implementasi surat edaran dirjen bimas islam no 2 tahun 2024 mengenai
bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Dari sisi praktis, penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), dapat memberikan
wawasan yang baik tentang bagaimana implementasi perkawinan dapat
ditingkatkan.

. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian yang berisi hasil penelitian atau karya
terdahulu yang memiliki subjek yang sama. Tujuan dari telaah pustaka
yaitu untuk mencegah kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
Telaah pustaka juga dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian yang
akan dilaksanakan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Moh Eko Fitriyanto, mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang pada
tahun 2020, dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA



Kecamatan Batang Kabupaten Batang”.** Fokus utama dalam penelitian
ini adalah menilai efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah serta
dampaknya terhadap kesiapan calon pengantin dalam membina rumah
tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan telah
memenuhi standar teknis dan memberikan kontribusi positif bagi peserta,
terutama dalam meningkatkan kesiapan secara mental dan konseptual
terkait kehidupan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif, sama seperti penelitian penulis. Perbedaan terletak pada wilayah
penelitian yang berfokus pada KUA Kecamatan Batang, sementara
penelitian ini dilakukan di KUA Kapanewon Bantul. Selain itu, perbedaan
dengan penelitian ini adalah pada kerangka analisis. Penelitian Moh Eko
menilai efektivitas bimbingan pranikah terhadap kesiapan menikah,
sedangkan penelitian ini menilai efektivitas implementasi SE Dirjen Bimas
Islam Nomor 2 Tahun 2024.

Keduua, tesis yang ditulis oleh Andika Jaka Santika dengan
penelitian yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pekawinan Dalam
Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda: Studi
Kasus KUA Rancakalong Kab. Sumedang”. ** Tesis ini membahas

bagaimana proses dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA

" Moh Ekofitriyanto, “Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap
Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang" Kementerian Agama
Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari’Ah Dan Hukum”
(2020), www.fs.walisongo.ac.id.

' Andika Jaka Santika, “Eefektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun
Fondasi Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda: Studi Kasus KUA Rancakalong Kab. Sumedang”
(UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).
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Rancakalong, serta bagaimana upaya yang dilakukan KUA Rancakalong
dalam memberikan bekal kepada psangan muda untuk membentuk
keluarga yang sakinah. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai
faktor-faktor yang menjadi penghambat serta pendukung dalam
pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Rancakalong. Penelitian ini
sama-sama membahas mengenai keberhasilan bimbingan pranikah yang
dilakukan di KUA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,
sama seperti penelitian penulis. Perbedaan terletak pada wilayah penelitian
yang berfokus pada KUA Kecamatan Rancakalong, sementara penelitian
ini dilakukan di KUA Kapanewon Bantul dan Surat Edaran Dirjen Bimas
Islam No 2 Tahun 2024.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahda Nurulaeni, mahasisiwa UIN
Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2022, dengan judul “Efektivitas
Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan
Agama (KUA) Cijulang”. ** Penelitian ini sama-sama membahas
pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai salah satu upaya pemerintah
dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin. Penelitian ini
memberikan gambaran bahwa efektivitas bimbingan pranikah sangat
dipengaruhi oleh durasi, metode, kelengkapan materi, kehadiran peserta,
dan dukungan fasilitas. Oleh karena itu, temuan penelitian ini relevan
sebagai pembanding bagi penelitian yang menganalisis implementasi dan

efektivitas bimbingan perkawinan di KUA lain, termasuk dalam konteks

 Nurulaeni Adha, “Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor
Urusan Agama (KUA) Cijulang” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).
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kebijakan terbaru yang diatur melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No
2 Tahun 2024. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada lokasi penelitian
dimana dalam penelitian ini berfokus pada KUA Cijulang, sementara
penelitian ini dilakukan di KUA Kapanewon Bantul.

Keempat, penelitian oleh Munawir Rahim, Heri Triyana dan
Ubabuddin peneliti dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad
Syaifuddin Sambas dengan judul “Peran Bimbingan Perkawinan oleh
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Pontianak Timur”.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode empiris Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa,
pemberian bimbingan pernikahan oleh BP4 KUA Kecamatan Pontianak
Timur kepada calon pengantin dilakukan pada hari Kamis pada hari kerja
mulai pukul 07.30 hingga 11.30 kemudian dilaksanakan dengan
menggunakan metode perkuliahan, tanya jawab selama 2-3 jam. Namun,
hal ini berperan penting karena bimbingan yang diberikan kepada calon
pengantin untuk dapat menciptakan keluarga sakinah mawadah dan
warahmah, serta menurunkan angka perceraian. Kendala yang dihadapi
dalam melaksanakan bimbingan pernikahan antara lain keterbatasan waktu,
kedisiplinan calon pengantin, kerjasama dengan instansi lain, kekurangan
staf, pendidikan calon pengantin yang tidak merata, dan kendala lainnya.

KUA Kabupaten Pontianak Timur melaksanakan bimbingan pernikahan
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yang dilakukan oleh BP4 dengan baik, dan diharapkan calon pengantin
dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.

Penelitian Munawir, Heri Triyana. dengan penelitian ini memliki
variable pembahasan yang sama yakni bimbingan perkawinan. Adapun
yang membedakan adalah pada lokasi penelitian yakni KUA Kecamatan
Pontianak Timur dan KUA Kapanewon Bantul. Selain itu perbedaan
terdapat pada rumusan masalah bahwa peneltilan Munawir, Heri Triyana
membahas tentang peran bimbingan perkawinan oleh Badan Penasihatan
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sedangkan penelitian ini
membahas Implementasi Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.*

Kelima, penelitian dilakukan olen Novi Hadianti Azhari, Sardin
dan Viena R. Hasanah dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul
“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon
Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif pada
Kementerian Agama Bandung)”."> Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode deskriptif dan mengumpulkan data melalui
kuisioner. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana

bimbingan pranikah maupun meningkatkan kesiapan calon pengantin

" Munawar Rahim dan Heri Triyana, ‘“Peran Bimbingan Perkawinan Oleh Badan

Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Calon Pengantin Di Kantor
Urusan Agama Pontianak Timur,” Mushaf Journal : Jurnal llmu Al Quran dan Hadis 4 (Desember
2024).

' Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah, “Efektivitas Pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah,”
Indonesian Journal of Adult and Community Education 2, no. 2 (2020): 19-27.
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dalam menghadapi pernikahan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa
ketetapan tujuan bimbingan perkawinan mencapai 19,23% menunjukkan
adanya ketidaksesuaian antara materi yang disampaikan dengan kebutuhan
riil peserta. Namun demikian, kualitas proses pelaksanaan bimbingan
dinilai cukup baik sebesar 70% dan kesiapan calon pengantin setalah
mengikuti bimbingan tercatata sebesar 68%. Selain itu, terdapat hubungan
positif antara kejelasan tujuan dan proses pelaksanaan dengann
peningkatan kesiapan menikah, meskipun tidak signifikan secara statistic.
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal
variable yang diteliti, yaitu efektivitas bimbingan perkawinan. Namun,
pendekatan dan metode yang digunakan berbeda, karena penelitian Novi
Hadianti dkk menggunakan pendekatan kuantitatif, sementara penelitian
ini bersifat kualitatif. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi
penelitian, yaitu Kementerian Agama Bandung dengan KUA Kapanewon
Bantul.
E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti suatu

kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang spesifik atau mendekati

pengaruh spesifik yang terukur.'® Efektivitas bisa diartikan adanya efek

'® Komarudin, Kamus Riset, (Bandung: Airlangga, 1973)., him. 269.
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berupa pengaruh akibat, atau kesan terhadap sesuatu yang diukur ke
efektivitasnya.'’

Efektivitas merupakan suatu keadaan mengenai terjadinya suatu
efek atau akibat yang dikehendaki, jika seseorang melakukan sesuatu
dengan maksud tertentu yang diinginkan. Maka, orang itu dinyatakan
efektif apabila menimbulkan maksud seperti apa yang diinginkan.*®

Menurut The Liang Gie dalam “Ensiklopedia Administrasi”
menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung
pengertian mengenai terjadinya efek yang diinginkan, kalau seseorang
melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang
diinginkan, maka orang tersbut dikatakan efektif."

Efektivitas menurut Atmosoeprapto, yaitu melakukan hal yang
benar, sedangkan efisiensi yaitu melakukan secara benar, atau
efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai tujuan dan efisiensi
adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara teliti.*

Emerson dalam Handayaningrat berpendapat bahwa efektivitas
merupakan pengukuran dalam arti tercapainya suatu sasaran atau

tujuan yang telah ditentukan. Sehingga apabila tujuan tersebut tercapai,

' W.J.S. Poerwardaminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka,
1984)., him. 89.

'® Muhammad Rusydi Ridha, “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam
Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2017)., him. 10.

' The Liang Gie, “Ensikolpedia Administrasi”, (Jakarta: Gunung Agung, 1998)., him.
147.

%% Atmosoeprapto, Kisdarto, “Menuju SDM Berdaya: Dengan Kepemimpinan Efektivitas
dan Manajemen Efisien”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002)., him. 139.
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maka dapat dikatakan efektif. Masih dalam buku yang sama,
pernyataan ini  dipertegas kembali oleh Hasibuan dalam
Handayaningrat menyatakan bahwa efektivitas dimaksudkan sebagai
tingkat kemampuan suatu sistem sosial mencapai sasaran.*

Winardi menyatakan selain mencapai sasaran, ia menjelaskan
bahwa efektivitas merupakan hasil yang dicapai seorang pekerja yang
dibandingkan dengan hasil produk lain dalam jangka waktu tertentu.

Dalam penulisan ini, penelitia akan menggunakan teori efektivitas
(soerjono soekanto).? Teori efektivitas (soerjono soekanto) hukum
sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau
perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah
metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang
dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap
tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang
digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya,
sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang

mempunyai tujuan tertentu.**

! Soewarno Handayiningrat, “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen”,
(Jakarta: PT Gunung Agung, 1985)., him. 16.

2 Winardi, “Manajemen Perilaku Organisasi”, (Jakarta: Kencana, 2004)., him. 84.

% Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum™ (Jakarta: Rajawali
Pers, 1982)., him. 11.

** Soerjono Soekanto, “Betapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Permbangunan Di
Indonesia” (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1976)., him. 45.
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Efektivitas hukum dalam praktik atau kenyataan sering kali diukur
dengan mengevaluasi apakah aturan hukum mencapai tujuan yang
dimaksudkan. Penilaian ini biasanya melibatkan pemeriksaan apakah
aturan tersebut secara efektif mempengaruhi perilaku atau tindakan
tertentu agar sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Dengan
demikian, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana norma-norma
hukum mencapai tujuannya. Salah satu strategi umum untuk
memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum adalah dengan
memasukan sanksi. Sanksi-sanksi ini dapat berupa konsekuensi
negative (sanksi negative) atau insentive positif (sanksi positif).
Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memberikan pemicu
yang menghalangi individu untuk terlibat dalam perilaku yang tidak
diinginkan dan mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku yang
diinginkan.”

Agar hukum dapat secara efektif mempengaruhi sikap dan perilaku
manusia, beberapa syarat harus dipenuhi. Salah satu syarat penting
adalah bahwa hukum harus dikomunikasikan secara efektif.
Komunikasi hukum terutama berkaitan dengan mempengaruhi sikap,
karena sikap mencerminkan kesiapan mental seseorang untuk
membentuk opini yang menguntungkan atau tidak menguntungkan,
yang pada akhirnya akan membentuk perilaku mereka. Komunikasi

hukum yang efektif harus memastika bahwa informasi dan arahan yagn

% 1bid., him. 48.
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disampaikan oleh hukum sampai kepada individu atau kelompok yabg
secara langsung terkena dampaknya. Jika komunikasi hukum gagal
mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang
dituju, hal itu dapat menyebabkan kesulitan. Akibatnya, hukum dapat
gagal memberikan pengaruh atau lebih buruk lagi dapat berdampak
negative. Hal ini terjadi ketika individu merasa kebutuhan mereka
tidak dipahami atau dipenuhi, yang mengakibatkan frustasi,
perlawanan, atau bahkan konflik.*®

Pada intinya, komunikasi hukum yang efektif sangat penting untuk
memastikan bahwa norma-norma hukum tidak hanya dipahami, tetapi
juga diterima dan diikuti oleh masyarakat. Hal ini melibatkan
penyesuaian pesan dan penyampaian informasi hukum secara efektif
mengatasi masalah dan yang dihadapi oleh mereka yang ingin diatur
oleh hukum. Pendekatan ini meningkatkan kemungkinan bahwa aturan
hukum secara efektif membentuk sikap dan perilaku yang sesuai
dengan norma-norma masyarakat dan tujuan hukum.

Menurut soerjono soekanto, teori efektivitas hukum berkisar pada
sejauh mana suatu hukum mencapai tujuannya. Suatu hukum dianggap
efektif jika menghasilkan hasil hukum yang positif, mengarahkan atau
mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma

hukum.?”” Membahas efektivitas hukum, berarti memeriksa seberapa

%% 1bid., him. 51.

%’ Soerjono Soekanto, “Efektivitas Dan Penerapan Sanksi”, (Bandung: CV. Ramadja
Karya, 1998)., him. 80.
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baik hukum mengatur dan menegakkan kepatuhan. Hukum dianggap
efisien jika pengaruhnya bekerja secara efektif, sehingga orang
berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan, yang
menunjukka kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Soerjono soekanto menguraikan teori efektivitas hukum dengan
mempertimbangkan lima aspek utama yang mengukur sejauh mana
hukum di masyarakat. Pertama adalah hukumnya sendiri, termasuk
kejelasan serta isi aturan yang berlaku. Kemudian, keberhasilan hukum
juga bergantung pada aparat penegak hukum yang bertuuhas
merumuskan dan menerapkannya. Selain itu, efektivitas hukum
dipengaruhi oleh tersedianya sarana serta fasiilitas yang mendukung
tugas penegak hukum. Faktor lainnya adalah peran masyarakat sebagai
subjek yang menerima dan menjalankan hukum. Terakhir budaya turut
menentukan efektivitas hukum, karena mencerminkan nilai norma
serta hasil kreasi manusia dalam kehidupan sosial.” Kelima faktor
tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak
ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum
Menurut  Soerjono  Soekanto adapun masalah pokok dari efektivitas
hukum  sebenarnya terletak  pada faktor-faktor yang mungkin

mempengaruhinya yaitu:

%® Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada(2007))., him. 110.
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a. Faktor Hukum
Suatu peraturan yang mengikat secara umum agar tujuan
pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus
dibuat secara jelas, dalam arti mudah diterima atau dimengerti,
tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari
peraturan berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan
hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu
identic dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga
masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu
peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka
efektivitas hukum mudah tercapai.
b. Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum, pola pikir dan kepribadian penegak
hukum merupakan faktor yang sangat penting. Bahkan jika
aturannya baik, masalah bisa muncul jika implementasinya dirusak
oleh kualitas yang buruk. Secara historis, ada kecenderungan
umum di kalangan masyarakat untuk menyamakan hukum dengan
perilaku petugas atau pejabat. Namun, masalah sering muncul
ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sikap berlebihan, atau
tindakan yang merusak reputasi dan otoritas institusi penegak
hukum. Masalah-masalah ini biasanya dapat dikaitkan dengan
kekurangan dalam kualitas aparat penegak hukum.

c. Faktor Sarana Prasarana
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Menurut soerjono soekanto, lembaga penegak hukum memerlukan
elemen-elemen pendukung yang penting seperti perangkat lunak,
perangkat keras, kendaraan, dan alat komunikasi agar dapat
beroperasi secara efektif. Institusi dan fasilitas dengan demikian
memainkan peran penting dalam memfasilitasi penegakan hukum.
Tanpa adanya sumber daya dan peralatan yang memadai, lembaga-
lembaga ini akan kesulitan untuk menegakkan peraturan sesuai
dengan tanggung jawab mereka.

. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berakar pada upaya masyarakat untuk menjaga
perdamaian. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat
memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda, yang dapat
berkisar dari tingkat kesadaran hukum yang tinggi, sedang, hingga
rendah. Tingkat kepatuhan terhadap hukum berfungsi sebagai alat
ukur untuk menilai efektivitas hukum tersebut. Kepatuhan terhadap
hukum mencerminkan seberapa baik hukum tersebut dipahami dan
dipatuhi dalam masyarakat.

Faktor Kebudayaan

Budaya pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai dasar yang
membentuk hukum yang berlaku, yang mewakili ide-ide abstrak
tentang apa yang dianggap baik (untuk ditaati) dan apa yang

dianggap tidak baik (untuk dihindari).
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Menurut soerjono soekanto, efisiensi pada elemen pertama diukur
berdasarkan beberapa hal berikut:*

a. Sistematisasi dari peraturan saat ini dalam beberapa bidang

kehidupan.

b. Keselarasan dan keharmonisan peraturan yang berlaku secara

hierarkis dan horizontal tanpa konflik.

c. Kualitas dan kuantitas regulasi yang memadai untuk

menangani berbagai aspek kehidupan.

d. Kepatuhan peraturan tertentu yang sudah diterbitkan dengan

persyaratan yuridis yang berlaku.

Faktor penting lain yang menentukan efektivitas penegakan hukum
tertulis adalah petugas itu sendiri. Sangat penting bagi lembaga penegak
hukum untuk memiliki alat dan sumber daya yang dapat diandalkan yang
memungkinkan mereka untuk memenuhi tugasnya secara efektif.

Faktor ketiga melibatkan keberadaan sumber daya yang berfungsi
sebagai contoh sarana prasarana yang penting untuk memungkinkan para
pejabat memenuhi tugas mereka secara efektif. Mengenai prasarana ini,
yang disebut sebagai “fasilitas” oleh Soerjono Soekanto, sangat penting
untuk menguraikan pedoman yang memastikan komponen-komponen
tertentu berkontribusi secara efektif terhadap tugas-tugas operasional para

pejabat. Komponen-komponen tersebut meliputi:

*® Soerjono Sockanto, “Penegakan Hukum”, (Bandung: Bina Cipta, 1983), him. 80.
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a. Pemanfaatan prasarana yang ada saat ini, apakah sudah sesuai

atau belum.

b. Pengadaan prasarana yang belum tersedia, dengan tetap

mempertimbangkan waktu pengadaan.

c. Penyelesaian prasarana yang belum lengkap.

d. Pemulihan prasarana yang rusak.

e. Mengatasi kemacetan pada prasarana untuk mengembalikan

efisiensi operasional.

f. Meningkatkan efektivitas prasarana yang sudah kurang

bermanfaat.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi pengukuran efektivitas

yang bergantung pada kondisi masyarakat:

a. Alasan mengapa orang tidak mematuhi peraturan meskipun

peraturan bersifat positif.

b. Penyebab ketidakpatuhan terhadap peraturan meskipun

peraturan tersebut baik dan penegaknya berwibawa.

c. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan meskipun ada

fasilitas yang baik dan petugas yang berwibawa.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat bergantung pada motivasi internal. Internalisasi ini terjadi di
dalam diri setiap individu, yang merupakan unit terkecil dari masyarakat
sosial. Oleh karena itu, dalam membina disiplin, pendekatan yang paling

sesuai adalah dengan mengembangkan mediasi moral individual. Dalam
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konteks ini, tingkat kepatuhan masyarakat menjadi tolak ukur efektivitas
hukum. Namun, kepatuhan masyarakat dapat berasal dari beragam faktor,
termasuk kondisi internal dan eksternal. Masyarakat Indonesia sebagian
besar mengartikan hukum dan mengidentifikasinya dengan petugas
(pribadi penegak hukum). Salah satu akibat dari hal ini adalah baik
buruknya hukum dihubungkan dengan perilaku penegak hukum.*
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)
yang dilakukan untuk memperoleh data dan fakta yang ada dengan
cara terjun langsung ke lapangan, kemudian data yang ditemukan akan
dikaitkan dengan teori-teori yang saling berhubungan.
2. Sifat penelitian
Sifat penelitian ini adalag deskriptif analitis, yaitu merupakan
penelitian yang berfokus untuk memberikan gambaran secara
deskriptif terhadap objek penelitian melalui data yang telah
dikumpulkan di lapangan.
3. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu
merupakan penelitian secara langsung terhadap implementasi dan
efektivitas terhadap objek hukum dari Surat Edaran yang berlaku.

4. Sumber data

*® Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2004), him. 8.
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a. Data primer
Data primer merupakan sumber utama data dan informasi yang
diperoleh secara lansgung dari lapangan. Data primer dalam
penelitian ini diperoleh dengan cara dokuemntasi dan wawancara
dengan Kepala KUA Kapanewon Bantul dan peserta bimbingan
perkawinan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan yang
dilaksanakan di KUA Bantul.
b. Data sekunder
Data yang diperoleh dari bukan sumber utama, melainkan sudah
dikumpulkan pihak-pihak lain dan sudah diolah. Sehingga data
sekunder tersebut berupa hasil penelitian, buku-buku, majalah,
internet, dsb yang sifatnya sebagai penunjang dari data primer.
5. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai
berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud.
Cara pengumpulan data dengan wawancara, yaitu mengajukan
beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan dan
jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi pedoman untuk
mendapatkan data dan informasi dalam penelitian.

b. Dokumentasi
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Dokumentasi ialah metode pelengkap dari metode wawancara
dan observasi dalam penelitian dengan cara mencari data
mengenai hal-hal yang berupa catatan dokumentasi.
c. Observasi

Observasi adalah mengamati secara langsung secara sistematis.
Dalam hal ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk
melihat serta mengamati secara langsung kemudian menulis
apa yang telah penyusun dapatkan selama proses observasi itu
sendiri sehingga data yang penyusun dapatkan tidak ada
indikasi tentang manipulasi data-data dilapangan. Metode ini
digunakan untuk mengecek keabsahan data hasil interview
atau wawancara di lapangan yang sebenarnya.*' Kemudian
dalam hal ini yang diamati adalah tentang pelaksanaan
bimbingan perkawinan. Penyusun melihat secara langsung
bagaimana bimbingan perkawinan dilaksanakan. Dengan
begitu penyusun dapat mengetahui apakah ada kendala dalam
pelaksanaan bimbingan perkawinan dan apa saja yang menjadi
kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. selain itu,
penyusun juga dapat mengetahui apakah pelaksanaan
bimbingan sudah dapat dikatakan efektif.

d. Studi Kepustakaan

*! Sutrisno Hadi, “Metodologi Research II”, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.
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Studi  kepustakaan (library research) bertujuan untuk
mengumpulkan  sumber-sumber  data  tertulis  untuk
membangun kerangka berfikir yang berhubungan langsung
dnegan penelitian skripsi ini.
6. Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari lapangan
mengenai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun
2024 secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang
teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan
pemahaman dan interpretasi data.
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan mengandung struktur atau urutan singkat terkait
alur pembahasan yang terdiri dari beberapa bab untuk lebih memudahkan
penyususn dalam mengerjakan penelitian skripsi ini kedepannya.
Gambaran singkat penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan gambaran
umum dari penelitian ini yang mengandung latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada penelitian ini akan diuraikan mengenai tinjuan
mengenai bimbingan perkawinan, perkembangan bimbingan perkawinan,

serta gambaran umum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024.
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Bab ketiga, akan dipaparkan mengenai profil dari lokasi penelitian
yaitu KUA Kapanewon Bantul serta pelaksanaan bimbingan perkawinan
di KUA Kapanewon Bantul.

Bab keempat, berisi pemaparan yang mengandung hasil penelitian
dan analisis sekaligus membahas rumusan masalah yang kemudian
dideskripsikan secara lebih rinci mengenai implementasi dan efektivitas
implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 tentang
bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul.

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan beserta

saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis jabarkan, maka hasil dan jawaban yang

ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024
tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA
Kapanewon Bantul dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
ini telah berjalan dengan baik meskipun masih menghadapi beberapa
kendala. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang memengaruhi
implementasinya, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan telah
dilaksanakan dengan cukup baik melalui penyuluh agama dan
penghulu yang memberikan penjelasan langsung kepada calon
pengantin mengenai kewajiban dan manfaat bimbingan perkawinan.
Dari aspek sumber daya, KUA Kapanewon Bantul memiliki tenaga
pelaksana berupa penghulu, penyuluh agama, serta narasumber lintas
sektor seperti tenaga kesehatan dan BNN, namun dalam
pelasksanaannya terkadang waktu yang digunakan dalam penyampaian
materi terlalu singkat, selain itu adanya hambatan seperti mulainya
acara yang sedikit terlambat dikarenakan menunggu datangnya peserta.
Selanjutnya, dari aspek disposisi, implementasi kebijakan didukung
dengan sikap positif dan komitmen tinggi dari petugas KUA serta

antusiasme calon pengantin dalam mengikuti kegiatan, meskipun

95
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masih ada hambatan berupa keterbatasan waktu peserta karena
pekerjaan. Terakhir, dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan
bimbingan perkawinan telah berjalan dengan dukungan alur koordinasi
yang jelas mulai dari tingkat pusat hingga KUA, sehingga tugas dan
prosedur pelaksanaan dapat dijalankan dengan teratur.

. Efektivitas implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2
Tahun 2024 dikatakan sudah berjalan, namun efektifitasnya belum
optimal, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih menghadapi
beberapa kendala. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi
efektivitas Surat Edaran ini yaitu, faktor hukum, penegak hukum,
sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan regulasi
peraturan sudah jelas dan terstruktur dengan aturan lain serta didukung
dasar hukum vyang kuat. Petugas KUA berperan krusial melalui
pemahaman regulative yang baik dan kebijaksanan dalam
pelaksanaannya, meskipun dalam implementasimya di lapangan masih
tidak sesuai dengan aturan, salah satunya adalah durasi pelaksanaan
yang sering lebih singkat dari standar. Hal ini terjadi karena kurang
tegasnya pemberian sanksi oleh lembaga yang bersangkutan dalam
menegakkan hukum tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan.
Sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam efektifnya Surat
Edaran ini di KUA. KUA Kapanewon Bantul sudah cukup memadai.
Di sisi masyarakat, kesadaran terhadap pentingnya bimwin cukup

tinggi, namun kendala waktu dan biaya masih menjadi tantangan
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partisipatif. Selain itu, dari unsur kebudayaan, masyarakat Kapanewon
Bantul pada dasarnya mendukung implementasi bimbingan
perkawinan karena tradisi Jawa seperti wejangan orang tua sebelum
menikah selaras dengan tujuan bimwin, sehingga kebijakan ini lebih
sebagai pelembagaan tradisi dengan pendekatan sistematis dan ilmiah.
Namun, kepercayaan budaya mengenai bulan baik dan buruk untuk
menikah menimbulkan pola musiman dalam pendaftaran nikah yang
berdampak pada ketidakseimbangan jumlah peserta. Akibatnya,
efektivitas pelaksanaan bimwin terkadang terhambat karena
keterbatasan fasilitas maupun tenaga pendamping. Dengan demikian,
faktor budaya berperan ganda, yakni sebagai pendukung nilai sekaligus
tantangan praktis dalam implementasi.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti tulis diatas, maka saya

sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penting bagi Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi kepada
perusahaan atau pemberi kerja mengenai pentingnya bimwin agar
mereka dapat memberikan izin kepada karyawan untuk mengikuti
bimwin.

2. Pihak KUA lebih mengudate persoalan media sosial atau web yang ada
di KUA Kapanewon Bantul, guna calon pengantin bisa mencari
informasi serta pengumuman-pengumuman melalui media sosial serta

mendapatkan data dengan cara mudah diakses.
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3. Untuk masyarakat khususnya calon pengantin lebih aktif menggali
informasi dan belajar untuk mempersiapkan diri untuk pernikahan
yang akan dijalani semumur hidup, karena sebelum melaksanakan
perkawinan harus dibekali ilmu pengetahuan untuk keluarga yang

Samawa.
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